BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 7% TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 20
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI, SISTEM AKUNTANSI DAN
BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (5)
dan pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar
Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya
sebagaimana telah dua kali diubah dengan peraturan
Bupati Dharmasraya Nomor 69 Tahun 2016 dan
peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 25 Tahun 2018;

b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan dalam
pelaksanaan kebijakan akuntansi khususnya yang
berkaitan dengan Tata Cara Penetapan serta Dokumen
Pendukung untuk akuntansi Piutang, akuntansi
Persediaan, akuntansi kewajiban akuntansi aset tetap
dan penyusutan dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap
pelaksanaan kebijakan akuntansi piutang, akuntansi
persediaan, akuntansi kewajiban dan akuntansi asset
tetap dan persediaan maka Peraturan Bupati Nomor 20
Tahun 2014 perlu dilakukan perubahan untuk ketiga
kalinya;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati
Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar
Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4348);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013
Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara
Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,

Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi Standar
dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten
Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2014 Nomor 20) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Dharmasraya Nomor 25 Tahun 2018(Berita Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 25);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

:PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI, SISTEM AKUNTANSI DAN
BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA

Pasal I

Mengubah Ketentuan Lampiran I Kebijakan Akuntansi 08,
Kebijakan Akuntansi 09, Kebijakan Akuntansi 11 dan
Kebijakan Akuntansi 14 Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem
Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten
Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun
2014 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali
terakhirdengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 25
Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun
2018 Nomor 25) sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran la sampai dengan lampiran [ d Peraturan
Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di
undangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di PulauPunjung
pada tanggal 20 November 2019

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di PulauPunjung
pada tanggal 20 Novem ber 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ﬁBLiS‘NEM

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 76



LAMPIRAN I.LA: PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR  :{¢

TANGGAL :20 Novamber 209

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI, SISTEM
AKUNTANSI DAN BAGAN AKUN
STANDAR PEMERINTAH KABUPATEN
DHARMASRAYA

KEBIJAKAN AKUNTANSI 08
PIUTANG

PENDAHULUAN

Tujuan

1.

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan
akuntansi piutang yang dianggap perlu disajikan dalam laporan
keuangan.

Perlakuan akuntansi piutang mencakup definisi, pengakuan,
pengukuran dan pengungkapan piutang.

Ruang Lingkup

3.

Kebijakan akuntansi ini harus diterapkan dalam penyajian seluruh
piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Kebijakan ini
berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang
memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk

perusahaan daerah.

DEFINISI

4.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah
Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan
uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang
kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan
datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi



diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan
kualitas piutang.

6. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih
dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik
piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu
tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan
penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih,

merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

KLASIFIKASI PIUTANG

7.

10.

11.

12.

13.

Piutang Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu piutang jangka
pendek dan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek merupakan
kelompok aset lancar sedangkan piutang jangka panjang merupakan kelompok
aset non lancar

Piutang Jangka pendek diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah
Daerah dalam janga waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Piutang jangka panjang diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah
Daerah dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan.

Berdasarkan peristiwa mendasari, piutang jangka pendek dibedakan menjadi :

a. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan

b.Piutang berdasarkan perikatan perjanjian

c. Piutang berdasarkan transfer pemerintahan

d.Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi

e. Piutang berdasarkan peristiwa lainnya

Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain berdasarkan
Undang-Undang Pajak, Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang
retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi
daerah

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian
pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/
jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.

Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU,
piutang DAK, dan piutang Dana Bagi Hasil

Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian
daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan
Perbendaharaan (TP)



14.

15.

Piutang berdasarkan peristiwa lainnya, merupakan piutang yang disebabkan

karena terjadinya peristiwa lain pada paragraf 9 hurufa, b, ¢, dand

Piutang jangka panjang dapat berupa :

a. Piutang yang terjadi karena kurang bayar dan ketetapan kurang bayarnya
melebihi 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

b. Piutang jangka panjang karena perikatan. Dalam perikatan tersebut terdapat

angsuran pembayaran piutang dan bunganya.

16. Uang Muka Beban/ Beban dibayar dimuka digunakan untuk pembayaran/

realisasi dana yang telah dilaksanakan namun pekerjaan atas pembayaran
tersebut belum dilaksanakan/ belum ada laporan fisik oleh pihak yang menerima

pembayaran tersebut.

PENGAKUAN

17. Piutang diakui saat:

18.
19.

20.

21.

a. Diterbitkan surat ketetapan; atau

b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan
atau

c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan piutang jangka pendek dibedakan atas peristiwa mendasarinya.

Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus didahului dengan

pengakuan terhadap pendapatan yang terkait. Misalnya piutang pajak daerah

merupakan piutang yang timbul dari pendapatan pajak daerah oleh sebab itu

pengakuan piutang pajak daerah harus didahului dengan pengakuan terhadap

pendapatan pajak daerah. Untuk dapat diakui sebagai piutang, maka harus

dipenuhi kriteria :

a. Telah diterbitkan surat ketetapan, dan / atau

b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan

Piutang berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi

kriteria :

a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan
kewajiban secara jelas

b. Jumlah piutang dapat diukur

c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan

d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Piutang Transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:

a.Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), apabila alokasi defenitif jumlah yang menjadi
hak daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, tetapi masih
ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran,



maka jumlaﬁ yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang DBH
oleh Pemerintah Daerah

b.Piutang Dana Alokasi Umum, apabila pada akhir tahun anggaran masih ada
jumlah DAU yang belum ditransfer Pemerintah Pusat, yaitu perbedaan antara
alokasi DAU menurut Peraturan Preiden dengan realisasi pembayarannya
dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat
sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah, apabila Pemerintah Pusat
mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

c.Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), apabila Pemerintah Daerah telah
menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah
Pusat dan telah ditetapkan jumlah defenitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum
melakukan pembayaran, maka Pemerintah Daerah dapat mencatat klaim yang
belum ditransfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK

d.Piutang transfer lainnya diakui bila :

(1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai
dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh
pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau
piutang bagi daerah

(2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat
penyelesaian tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan
sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh
Pemerintah Pusat

e.Piutang Bagi Hasil dari Provinsi, apabila alokasi defenitif jumlah menjadi
bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur,
tetapi masih ada hak Pemerintah Daerah belum dibayarkan sampai dengan
akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat
sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah

f. Piutang Transfer Antar Daerah, apabila alokasi defenitif jumlah yang menjadi
hak Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat

Keputusan Kepala Daerah, belum dibayarkan sampai dengan akhir periode

pelaporan, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai

Piutang Pemerintah Daerah.

22.Uang Muka Beban/ Beban dibayar dimuka diakui pada saat terjadinya
pengeluaran kas dari Rekening kas umum daerah untuk pembayaran Uang Muka
Beban/ Beban dibayar dimuka.

23. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dapat diakui bila telah memenuhi
kriteria
a. Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)



24.

b. Telah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
Sementara (SKPPKS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian
daerah.

c. Dan bila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan,
pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah
diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengakuan piutang jangka panjang dilakukan pada saat pelaporan per tanggal

neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan

perikatan dan atau surat ketetapan piutang.

PENGUKURAN

25.

Piutang dicatat dan diukur sebesar:
a.Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau
b.Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

26.Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net

27.

28.

29,

realizable value), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan

tertagih dilakukan penyisihan.

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur

piutang (aging schedule). Piutang dalam aging schedule dibedakan menurut jenis

piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan
disisihkan

Pengukuran piutang yang timbul karena peraturan perundang-undangan, dicatat

sebagai berikut :

(a) Untuk metode official assessment piutang dicatat sebesar nilai yang belum
dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan surat ketetapan,
surat keputusan Kkeberatan, putusan pengadilan, putusan peninjauan
kembali, surat penetapan dan/ atau surat tagihan, dan hak negara untuk
melakukan tindakan penagihan

(b)Untuk self assesment dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada
akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk
didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau
pembayaran berkala.

Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah

sebagai berikut :

a. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang akan dikeluarkan dari
kas daerah, dan/ atau apabila berupa barang/ jasa harus dinilai dengan nilai
wajar pada tanggal pelaporan atas barang/ jasa tersebut. Apabila dalam

naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda,



30.

31.

32.

commintment fee, dan/ atau biaya-biaya lainnya pada periode berjalan yang
terutang (yang belum dibayar) pada akhir peride pelaporan.

. Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan

yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila di dalam
perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang
harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

. Piutang dari kemitraan dicatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang

dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan

. Piutang dari pemberian fasilitas/ jasa dicatat berdasarkan fasilitas atau jasa

yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi
dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

. Piutang transaksi dibayar dimuka dicatat berdasarkan penilaian per akhir

periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan
Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar
Pemerintah Daerah.

Piutang yang timbul karena adanya putusan lembaga peradilan dicatat sebesar

nilai nominal yang tercantum dalam putusan tersebut.

Pengukuran Piutang Transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut :

a.

Dana Bagi Hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan
tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

. Dana Alokasi Umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal

terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah
Daerah

Dana Alokasi Khusus dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan

diisetujui oleh Pemerintah Pusat

Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dicatat sebesar nilai nominal yang
tercantum dalam nilai SKTJM atau SKPS.

PENYISIHAN PIUTANG

33. Jenis- jenis piutang yang akan dilakukan penghitungan penyisihan piutang,

meliputi;

a.

b.

C.

Piutang dari Pungutan Pendapatan daerah antara lain:
1) Piutang Pajak Daerah;

2} Piutang Retribusi;

3) Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
Piutang lain-lain PAD Yang Sah
Piutang dari Perikatan antara lain:

1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;



34.

35.

36.

37.

2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN dan Lembaga lainnya;
3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi.
Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai
bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap
menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang
(sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/
disisihkan dari akun piutang.
Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (net reliazable value) perlu
dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-
kurangnya jatuh tempo/ umur piutang dan upaya penagihan.
Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
a. kualitas lancar
b. kualitas kurang lancar
c. kualitas diragukan: dan
d. kualitas macet.
Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:
1) Pajak Daerah
Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilih berdasarkan
cara pemungutan:
a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dilakukan dengan
ketentuan:
1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
(@) Umur piutang kurang dari 1 tahun ; dan/ atau
(b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/ atau
(c) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/ atau
(d) Wajib Pajak kooperatif, dan/ atau
(e) Wajib Pajak likuid; dan/ atau
(f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.
2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
(a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan / atau
(b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/ atau
(c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/ atau
(d) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan atau
(e) Wajib Pajak mengajuka keberatan / banding.



3)

4)

Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

(a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/ atau

(b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/ atau

(c) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/ atau

(d) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;dan/ atau

(e) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria::

(a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/ atau

(b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/ atau

(c) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/ atau

(d) Wajib Pajak bangkrut / meninggal dunia; dan / atau

(e) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

b) Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (official assessment) dilakukan

dengan ketentuan:

(1

(2)

3)

(4)

Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(@) Umur piutang kurang dari 1 tahun ; dan/ atau

(b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/ atau

(c) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/ atau

(d) Wajib Pajak kooperatif; dan/ atau

(e) Wajib Pajak likuid; dan/ atau

(f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.

Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan / atau

(b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/ atau

(c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/ atau

(d) Wajib Pajak mengajukan keberatan / banding.

Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan Kkriteria:

(a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/ atau

(b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/ atau

(c) Wajib Pajak tidak kooperatif, dan/ atau

(d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

(@) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/ atau



(b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/ atau

(c) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/ atau

(d) Wajib Pajak bangkrut / meninggal dunia; dan/ atau

(e) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

2) Piutang Retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan:
a) Kualitas Lancar

(1)Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan ; dan/ atau

(2)Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan
tanggal tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b) Kualitas Kurang Lancar
(1) Umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan; dan / atau
(2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka
waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak
dilakukan pelunasan.
c) Kualitas diragukan
(1) Umur piutang 2 bulan sampai dengan 12 bulan; dan/ atau
(2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka
waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak
dilakukan pelunasan.
d) Kualitas macet
(1) Umur piutang lebih dari 12 bulan; dan/ atau
(2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka
waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak
dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi
yang menangani pengurusan piutang.
3) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi.

a) Kualitas Lancar, dapat ditentukan apabila belum melakukan pelunasan
sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan apabila dalam jangka waktu 1
bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan
pelunasan.

c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan apabila dalam jangka waktu 1
bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan
pelunasan.

d) Kualitas macet, dapat ditentukan apabila dalam jangka waktu 1
bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan
pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang

menangani pengurusan piutang Negara.



38.

39.

Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun

berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut

sebagai beban kerugian piutang.

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode

pelaporan) ditentukan:

a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar.

b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% dari piutang dengan kualitas kurang
lancar.

c. Kualitas diragukan, sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan (jika ada).

d. Kualitas macet, sebasar 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah
dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan (jika ada).

PENGHAPUSAN PIUTANG

40.

41.

42,

43.

44,

45.

46.

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk
yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian
pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau penghapusan
atas piutang dimaksud.

Piutang dinyatakan kadaluarsa apabila melewati 8 tahun setelah melakukakan
proses penagihan sesuai peraturan perundang-undangan

Piutang pajak dan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
Penghapusan piutang pajak dan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa
didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi dapat dihapuskan secara
bersyarat dan mutlak. Penghapusan secara bersyarat merupakan penghapusan
dari pembukuan piutang Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih
daerah (write down). Penghapusan secara mutlak merupakan penghapusan hak
tagih daerah (write offj.

Penghapusan piutang secara mutlak sebagaimana dimaksud pada paragraf 41,
dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat.

Penghapusan piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi didasarkan atas
peraturan perundang-undangan

Pembayaran/ pelunasan terhadap piutang yang telah dihapuskan, dicatat sebagai
penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan
penerimaan pendapatan pajak/ retribusi/ bagian laba BUMD/ lain-lain PAD yang
Sah atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung jenis piutang.



INVENTARISASI PIUTANG UNTUK PELAPORAN

47.

48.

49.

Nilai piutang dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan kejadian yang
berkaitan dengan piutang tersebut. Penyesuaian nilai piutang harus dilakukan
dalam hal adanya kejadian yang mengakibatkan hak daerah berkurang atau
bertambah atas pendapatan daerah. Kejadian-kejadian yang dapat
mengakibatkan penyesuaian nilai piutang antara lain :

a. Pembayaran/ pelunasan

b. Penundaan pelunasan piutang

c. Pembatalan surat penetapan

d. Keputusan Pengadilan

e. Kejadian lainnya yang dapat mengakibatkan piutang harus disesuaikan
Penyesuaian nilai nominal dari piutang, harus didukung dokumen sumber yang
mengakibatkan penyesuaian nilai nominal dari piutang. Nilai nominal piutang
diakui sebesar dokumen sumber awal pengakuan piutang dikurangi atau
ditambah sebesar selisih nilai nominal yang tercantum pada dokumen sumber
yang mengakibatkan timbulnya penyesuaian.

Nilai nominal piutang yang dilaporkan harus disajikan secara lengkap dalam
laporan keuangan. Oleh karena hal tersebut dan agar dapat
dipertanggungjawabkan keakuratannya, maka diperlukan suatu proses
inventarisasi piutang secara periodik terutama pada akhir periode pelaporan.
Proses inventarisasi piutang tersebut dapat berjalan bila dokumen sumber yang
mempengaruhi nilai nominal dari piutang diadministrasikan secara baik.

PENYAJIAN

50.
51.

52.

53.

Piutang disajikan pada Neraca.

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi dan
dikurangi penyisihan kerugian piutang tak tertagih.

Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan
tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib pajak dan wajib retribusi pada
periode berjalan tahun berikutnya. Piutang yang berasal dari peraturan
perundang-undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar

Dalam penyajian neraca untuk piutang jangka panjang dapat dibedakan bagian
lancar piutang dan piutang jangka panjang. Piutang yang diharapkan
pengembaliannya dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca
dikelompokkan dalam aset lancar, sedangkan piutang yang pengembaliaannya
lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan pada Aset
Non Lancar yaitu Kelompok Aset Lain-lain.



54.

59.

56.

97.

58.

Untuk piutang yang dalam tertunggak tetap disajikan sebagai piutang pada aset

lancar dengan mengasumsikan bahwa piutang yang tertunggak tersebut

diharapkan pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

neraca dan dilakukan penyisihan sesuai dengan umur piutangnya. Contohnya

adalah penyajian piutang ganti kerugian daerah dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12
(dua belas) bulan ke depan berdasarkan SKTJM atau SKPS disajikan sebagai
piutang jangka pendek

b. Nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya disajikan
sebagai piutang jangka panjang

Untuk piutang yang sedang dalam penyelesaian seperti penghapusan piutang,

penanaman modal daerah, debt swap dicatat pada aset lain-lain

Dalam pengungkapan per tanggal neraca, dapat dilakukan reklasifikasi dari

piutang jangka panjang ke piutang lancar karena jatuh tempo pengembaliannya

sudah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

Piutang disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila piutang dalam mata uang

asing, maka piutang tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang

rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank

Indonesia pada tanggal transaksi

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain :

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan
pengukuran piutang

b. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur

c. Penjelasan atas penyelesaian piutang

d. Dalam hal terdapat barang/ uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 09
PERSEDIAAN

A. PENDAHULUAN
I. Tujuan
Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan
akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu
disajikan dalam laporan keuangan.
II. Ruang Lingkup
1. Kebijjakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh
persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Kebijakan
akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pelaporan dan entitas
akuntansi tidak termasuk perusahaan daerah.
2. Kebijakan akuntansi ini tidak mengatur:
a. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek
swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam
pengerjaan dan

b. Instrumen keuangan

B. DEFINISI

3. Persediaan merupakan aset yang berwujud:
a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka
kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses
produksi;
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat;



d. Barang yang disimpan untuk atau diserahkan kepada masyarakat
dalam rangka kegiatan pemerintahan.
C. KLASIFIKASI PERSEDIAAN

4. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan
disimpan untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah
Daerah, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor,
barang tak habis pakai seperti komponen perlatan dan pipa, dan
barang bekas pakai seperti komponen bekas.

5. Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga
meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti
bahan bakupembuatan alat-alat pertanian.

6. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai
persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

7. Persediaan dapat terdiri dari :

Barang Konsumsi;
Barang pakai habis;

Barang cetakan

a o o P

Perangko dan materai
Obat-obatan dan bahan farmasi
Amunisi;

Bahan untuk pemeliharaan;

> Rt 0

. Suku cadang;

-
.

Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;

j- Pita cukai dan leges;

k. Bahan Baku;

1. Barang dalam proses / setengah jadi;

m. Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat;

n. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat.

8. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan
cadangan strategis seperti cadangan energy (misalnya minyak) atau
untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras),
barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

9. Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada

masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan

bibit tanaman



10.Persediaan dengan kondisi rusak atau usang dan persediaan yang
tidak lagi digunakan disebakan karena tidak sesuainya dengan
peraturan perundang-undangan tidak dilaporkan dalam neraca,

tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D. PENGAKUAN

11. Persediaan diakui pada saat:

(a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh
pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat
diukur dengan andal.

(b) Pada saat diterima atau hak kepemilikkannya dan / atau
kepenguasaannya berpindah.

12. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah
(memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi
kegiatan operasional Pemerintah Daerah berupa aliran pendapatan
atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah) dan mempunyai
nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut
didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi, dan bersifat
netral). Dokumen sumber adalah faktur, kwitansi, dan kwitansi, dan
berita acara serah terima (BAST).

13.Persedian bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek
swakelola untuk membangun asset tetap dibebankan ke akun
konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal
pelaporan kostruksi belum terselesaikan.

14. Beban Persediaan diakui dengan 2 (dua) pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Aset

Pengakuan Beban Persediaan diakui ketika persediaan telah
dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan Aset digunakan untuk
persedian- persediaan yang dimaksud penggunannya untuk selama
satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga.
Contohnya antara lain adalah persediaan obat di Rumah Sakit,
persediaan di Sekretariat SKPD.

b. Pendekatan Beban

Setiap pembelian Persediaan akan langsung dicatat sebagai beban
persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-

persediaan yang dimaksud penggunaannya untuk waktu yang



15.

segera/ tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.
Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.
Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan
menurut bendahara barang / pengurus barang atau catatan
persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname.
Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang,

usang, kadaluarsa, atau rusak.

16. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang

normal, maka persediaan ini diperlukan sebagai beban.

17. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang

abnormal, maka selisih persediaan ini diperlukan sebagai kerugian
daerah.

E. METODE PENCATATAN

18.

19.

Metode Periodik yaitu pencatatan berdasarkan inventarisasi fisik
(stock opname) yang digunakan untuk persediaan yang
penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK).
barang habis pakai, barang cetakan, dan sejenisnya yang sifatnya
sebagai pendukung kegiatan SKPD. Dengan metode ini pencatatan
hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak
meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui
dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues
dan membutuhkan control yang besar, seperti obat-obatan. Dengan
metode perpetual, pencatatan dilakukan setia pada persediaan yang
masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-
update.

F. PENGUKURAN

20. Persediaan disajikan sebesar :

(a) Harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian.

(b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi

sendiri.

(c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti

donasi/rampasan.



21. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan

(a) Metode First In First Out (FIFO)
(b) Harga pembelian terakhir

22. Persediaan yang dinilai dengan harga pembelian terakhir yaitu:

a. Unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam-macam
jenis
b. Barang Konsumsi
c. Barang habis pakai
d. Barang cetakan
e. Perangko dan materai
f. Obat-obatan dan bahan farmasi
23.Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing
24.Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan baik untuk
dijual atau diserahkan kepada masyarakat dinilai dengan
menggunakan nilai wajar dan indeks nilai wajar dari Persediaan
hewan dan tanaman tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Perangkat daerah terkait.
25. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau
penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan

berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction)

G.BEBAN PERSEDIAAN
26.Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods)

27. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian
Laporan Operasional

28. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran
pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan dalam jumlah
unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian

yang digunakan.

29. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran
pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu

dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau



perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan
dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang

digunakan.

30. Selisih persediaan pencatatan antara hasil inventarisasi fisik (stock
opname) dengan yang dibukukan yang disebabkan karena persediaan
hilang, using, kadaluarsa ataupun rusak maka selisih persediaan
inidipertimbangkan sebagai suatu kejadian yang abnormal dan

diperlakukan sebagai beban.
H.PENGUNGKAPAN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan :

(a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran

persediaan

(b) Penjelasan  lebih lanjut persediaan seperti barang atau
perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat,
barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi,
barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang
dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

dan

(c) Kondisi Persediaan

BUPATI DHARMASRAYA
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 14
KEWAJIBAN

A. UMUM

1.

Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelisaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi

pemerintah daerah.

Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan
pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang
bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat,
aloksi / realisasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban
kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat
dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau

peraturan perundang-undangan.

. Klasifiksi

Setiap entitas pelaporan pengungkapan setiap pos kewajiban yang
mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan

setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuhtempo kewajiban keuangan
bermanfaat untuk menilai likuiditas solvabilitas suatu entitas
pelaporan. Informasi tetang tanggal penyelesaian kewajiban seperti
utang ke pihak ke tiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk
mengetahui kewajiban diklasfiksikan sebagai kewajiban jangka

pendek atau jangka panjang.

Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan
dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal

pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer



pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang
jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan fihak
Ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban jangka panjang adalah kewaajiban yang diharapkan
dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal
pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu
12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
panjang jika:

1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12

bulan

2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance)

kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;

3) Maksud tersebut didukung dengan suatu perjanjian
pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan
kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum

pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai

berikut :
fﬁgi Uraian

2.1. Kewajban Jangka Pendek

DLl Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

2.1.2, Utang Bunga

2.1.3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

2.1.4. Pendapatan Diterima Dimuka

2.1.5 Utang Belanja

2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

2.9, Kewajiban Jangka panjang

2.2.1. Utang Dalam Negeri

2902, Utang Jangka Panjang lainnya
PENGAKUAN

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber
daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang
ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut

mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.



Kewajiban diakui pada saaat dana pinjaman diterima oleh pemerintah
daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan,

dan / atau pada saat kewajban timbul.
Kewajiban tersebut dapat timbul dari :
1. Transaksi dengan Pertukaran (exchange transactions)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika
pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji
untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan,
misalnya utang atas belanja ATK dan kompensasi meliputi gaji
yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat

pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

2. Transaksi tanpa Pertukaran (non-exchange transactions)
Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika
pemerintah daerah berkewajiban membrikan uang atau sumber
daya lain kepada pihak lain di masa depan secara Cuma-Cuma,

misal hibah atau transfer pendaptan yang telah dianggarkan.

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (government-
relatedevens)
Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemeritah daerah,
kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban
mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat
adanya interaksi pemerntah daerah dan lingkungannya, missal
ganti rugiatas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang
disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (government-acknowldge events)
Dalam kejadianyang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui
ketika pemeritah daerah memutuskan untuk merespon suatu
kejadian yang tidak ada kaitanya dengan kegiatan pemerintah
daerah yang kemudian menimbulkan konsekuensi bagi
pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk
menyedikan kesejahteraan publik. Untuk itu, pemerintah sering
diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang

sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada.



Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang
disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada
akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun
biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban

sampai

Pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab
keuangan pemerintah daerah, dan atas biaya yang timbul
sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi
dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Misal pemerintah daerah memutuskan untuk menaggulangi

kerusakan akibat bencana alam dimasa depan.

PENGUKURAN
Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya.
Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan
kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda
untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini
akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos
kewajiban.
1. Pengukuran Utang kepada Fihak Ketiga
Pada saat pemerintah daearah menerima hak atas barang jasa,
maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas
jumlah yang belum dibayarkan untuk memproleh barang atau jasa
tersebut. Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan /potongan
yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode dan
harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih
harus disetorkan.
Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai
dengan spesifkasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan
pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan
realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara
kemajuan pekerjaan.
2. Pengukuran Utang Transfer
Utang transfer dicatat sebesar kewajiban suatu entitas pelaporan
untuk melakukan pembayaran kepada entitas sebagi akibat

ketentuan perundang-undangan.



Utang Transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

. Pengukuran utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan
belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan
sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

. Pengukuran Pendapatan dibayar di muka
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah
sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh

pemerintah kepada Pihak ketiga sampai tanggal neraca.

. Pengukuran Bagian lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan
jatuh empo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak
termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban
lancer lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar
pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban
lancer lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing
pos tersebut. Contoh utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai
berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa
yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut dan contoh lainnya
adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang

atau jasa oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

. Utang Pemerintah Yang Tidak Diperjualbelikan

Utag yang tidak diperjualbelikan (non-traded debt) memiliki nilai
nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera
dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal
pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

. Utang Pemerintah Yang Diperjualbelikan
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas

utang pemerintah daerah dan dinilai sebesar pari (original face



value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang
belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa
sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas
utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya
akan bertambah selama periode penjualn hingga jatuh tempo,
sedangkan jika sekuritasnya dijual dengan harga premium, maka
nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh

tempo.

PENYAJIAN

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah
daerah disajikan dalam neraca di sisi pasiva. Berikut adalah contoh
penyajian kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang

dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Kode Uraian 20X1 | 20X0

Akun

2. KEWAJIBAN

2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) XXX XXX

2.1.2. Utang Bunga XXX XXX

2.1.3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XXX XXX

2.1.4. Pendapatan Diterima Dimuka XXX XXX

2.1.5. Utang Belanja XXX XXX

2.1.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

2.1.6.04 | - Utang Transfer XXX XXX

2.1.6.05 | - Utang Jangka Pendek lainnya XXX XXX
Jumlah kewajiban Jangka Pendek XXX XXX

2.2, KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

2.2.1. Utang Dalam Negeri XXX XXX

2.2.2. Utang jangka Panjang Lainnya XXX XXX
Jumlah kewajiban Jangka Panjang XXX XXX

JUMLAH KEWAJIBAN XXX XXX
PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait
dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal- hal sebagi berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang
diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;



. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah
berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh
temponya,

. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat
bunga yang berlaku;

. Konsekuensi dilakukannya penyelesian kewajiban sebelum jatuh
tempo;

. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:

a. Pengurangan Pinjaman;

=

Modifikasi persyaratan utang;

Pengurangan tingkat bunga pinjaman;

a0

Pengunduran jatuh tempo pinjaman;

®

Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan

™

Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode
pelaporan.

Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar
umur utang berdasarkan kreditur.

. Biaya pinjaman:

a. Perlakuan biaya pinjaman;

b. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang
bersangkutan; dan

c. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
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LAMPIRAN 1.D : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
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TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS
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DHARMASRAYA NOMOR 20
TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI,
SISTEM AKUNTANSI DAN
BAGAN AKUN STANDAR
PEMERINTAH KABUPATEN
DHARMASRAYA

KEBIJAKAN AKUNTANSI 11
ASET TETAP DAN PENYUSUTAN

A. UMUM

1. Definisi
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfat lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk
digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfatkan

oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai
untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan
(material) dan perlengkapan (supplies).

2. Klasifikasi
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau

fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah

sebagai berikut :

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam Kkegiatan operasional
pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Termasuk dalam Kklasifikasi tanah ini adalah tanah yang
digunakan untuk pertanian, perkebunan, gedung dan bangunan,

jalan, irigasi, dan jaringan.



b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan
bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya
yang nilainya signifikan dan masa manfatnya lebih dari 12 (dua

belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok
aset tetap. Peralatan dan mesin ini dapat berupa alat - alat
besar, alat-alat angkutan, alat bengkel, alat kantor, alat rumah
tangga, alat kedokteran, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat
kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan,
komputer, alat eksplorasi, alat pengeboran, alat produksi,
pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan
kerja, alat peraga, peralatan proses/produksi, rambu-rambu,

peralatan olahraga.

c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan

operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Khusus untuk gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari
komponen bangunan fisik, komponen penujang utama yang
berupa mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta
generator, dan sarana pendingin air conditioning), dan
komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan

telepon.

Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah Bangunan
gedung, monument, bangunan menara, tugu titik kontrol/pasti.
Dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan
gedung dan bangunan yang ada diatasnya. Tanah yang diperoleh
untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan
yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan / atau
dikuasai oelh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan
pemerintah daerah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum,
Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan



raya, jembatan, bangunan air, instalasi pembangkit listrik, jaringan
air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon serta sejenis
lainnya. Dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk
pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh

untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang
diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah

daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah
Bahan perpustakaan, barang bercorak
kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, biota perairan, tanaman,
barang koleksi non budaya dan aset tetap dalam renovasi. Termasuk
dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu
biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi

suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
f. Konstuksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang
dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan

belum selesai seluruhnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset
tetap lainnya, yang proses perolehannya dan / atau
pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan

belum selesai.
g. Akumulasi Penyusutan

Merupakan akumulasi dari penyusutan nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat dari seuatu aset.

B. PENGAKUAN

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh

dan nilainya dapat diukur dengan handal.



Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau
diserahkan hak kepemilikkannya dan atau pada saat penguasaannya
berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum
dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan ,
seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jula beli
(akta) dan sertifikat kepemilikkannya di instansi berwenang, maka aset
tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan
atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi
pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik

sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset harus berwujud dan memenuhi kriteria

sebagai berikut :

¢ Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

Suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam
kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat

umum.

¢ Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau
diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya
berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti
bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan / atau
penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti

kepemilikan kendaraan bermotor.

¢ Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan
oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya
dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

e Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
Aset tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud

digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.

e Merupakan objek pemeliharaan



Aset tetap tersebut merupakan objek pemeliharaan atau

memerlukan biaya / ongkos untuk dipelihara.

e Memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah

ditetapkan.

Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan jumlah

biaya (capitalization thresholds) dari aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di

atas akan diperlukan sebagai barang inventasi ekstrakontabel.

1.

Tanah

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi Kkriteria
berikut : (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan, (2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, (3)
tidak dimaksudkan untuk dijual, dan (4) diperoleh dengan maksud
untuk digunakan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi
maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik
pemerintah daerah.

Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah daerah yang
dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun
belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Atau terdapat
tanah milik pemerintah daerah yang dikuasai atau digunakan oleh
pihak lain karena tidakterdapat bukti kepemilikan yang sah atas
tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah
tersebut  penyajiannya dalam laporan keuangan, adalah sebagai
berikut :

a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun
dikuasai dan / atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka
tanah tersebut tetapharus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap
tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara

memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai
dan / atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap
harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca

pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam



Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai
atau digunakan oleh pihak lain.

. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah,
namun diluasai dan / atau digunakan oleh entitas pemerintah
daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada
neraca entitas pemerintah daerah yang mempunyai bukti
kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan
atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan /
atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut

secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses

pengadilan :

1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah

tersebut dikuasai dan / atau digunakan oleh pemerintah

daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan
sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta
diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

2) Dalam hal pemerintah daerah belum mempunyai bukti
kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut sikuasai dan /
atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan
disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah
daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah
tersebut dikuasai dan / atau digunakan oleh pemerintah daerah,
maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai
aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta
diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah
tersebut dikuasai dan / atau digunakan pihak lain, maka tanah
tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap
tanah pada neraca pemerintah daerah, namun adanya sertifikat
ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.



Tanah wakaf yang digunakan / dipakai oleh instansi pemerintah
daerah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan
sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, melainkan
cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan
Keuangan (CalLK).

Peralatan dan Mesin

Barang berwujud dapat diakui sebagai aset tetap apabila mempunyai
masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset
dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam
operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud
untuk digunakan, dan harus memenuhi batasan jumlah biaya
(capitalization thresholds) dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu
sebesar Rp. 1.000.000,-

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat
bukti bahwa hak / kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini
misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan
untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan

kendaraan.

Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau
pertukaran aset, hibah / donasi, dan lainnya. Perolehan melalui
pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran
serta dilakukan melakui mekanisme pelaksanaan Kkegiatan dan

pengeluaran belanja modal.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan
diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset
tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset

persediaan.
Gedung dan Bangunan

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus
berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dai 12 (dua belas)
bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak
dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan
diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan,

merupakan objek pemeliharaan dan harus memenuhi batasan jumlah



biaya (capitalization thresholds) dari aset tetap yang telah ditetapkan
yaitu sebesar Rp.20.000.000,-

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah
diterima atau diserahkan hak kepemilikkannya dan / atau pada saat
penguasaannya berpindah secara hukum misalnya akte jual beli atau
Berita Acara Serah Terima serta telah siap dipakai.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian,
pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui
pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran
dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat
dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui
kontrak konstruksi.

. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan,
Irigasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur
secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal
entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan dan

merupakan objek pemeliharaan.

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan
jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan /
atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan
pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui
kontrak konstruksi dalam belanja modal.

Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah
diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan / atau pada saat

penguasaannya berpindah serta telah siap pakai.

Untuk Aset Tetap Lainnya khusus hewan dan tumbuhan harus
memenuhi batasan jumlah biaya (capitalization thesholds) dari aset
tetap yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.1.000.000,- dan terhadap
hewan dan tumbuhan yang telah dikembangbiakkan dimaksud untuk
dijual kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.



Mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik

pemerintah daerah, diatur sebagai berikut :

a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat
ekonomik aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang
menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi
tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila
renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat
ekonomik, maka dianggap sebagai belanja operasional. Aset Tetap-

Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.

b. Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari satu tahun
buku, dan memenuhi butir 1 diatas, biaya renovasi
dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila
manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka
pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai belanja operasional
tahun berjalan.

c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup
material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka
pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-renovasi.
Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja

operasional.

Adapun batas materialitas biaya renovasi yang memenuhi butir 1 dan
2 diatas adalah Rp.20.000.000,-

Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada
umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti
hibah/donasi. Pengakuan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian
didahului dengan pengakuan belanja modal.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika :

a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan

datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;

c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan



Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek
belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan
langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka
biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang
bersangkutan.

Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika
konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita
Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah

dapat memberikan manfaat / jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan.
Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, buletin Teknis ini

memberikan pedoman sebagai berikut :

a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian
Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah
dimanfaatkan oleh Satker / SKPD, maka aset tersebut dicatat
sebagai Aset Tetap Lainnya.

b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara
Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut
belum dimanfaatkan oleh Satker / SKPD, maka aset tersebut dicatat
sebagai Aset Tetap definitifnya.

c. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti
yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum
diperoleh) namun aset tetap sersebut sudah dimanfaatkan oleh
Satker / SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan
diungkapkan di dalam CaLK.

d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan
telah digunakan / dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan /

dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.

e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian
(konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya
terkena bencana alam / force majeur) aset tersebut hilang, maka
penanggungjawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena
bencana alam / force majeur dan atas dasar pernyataan tersebut

Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat di hapus bukukan.



f. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan
diakui sebagai KDP.

g. Khusus untuk kontruksi Jalan, Irigasi dan Jaringan apabila BAST
sudah ada namun pekerjaan belum selesai dan telah bisa
digunakan/dimanfaatkan namun karena keterbatasan waktu dan
dana pekerjaan tidak dilanjutkan, maka aset tersebut akan diakui
sebagai Aset Tetap Definitif

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan
pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik,
ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa
penghentian sementara dan penhentian permanen. Apabila suatu KDP
dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP
tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini
diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk
dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan
tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun
oleh sebab lain yang dapat dipertanggung jawabkan, maka KDP
tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan

secara memadai dalam Catatan atas Laporan keuangan.

C. PENGUKURAN

Aset tetap dinila dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap
dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai

aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

1. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan
mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang
dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan
sertifikat,biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya
lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai
tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang
terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah
pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk

dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan /



pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam

rangka perolehan tanah tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah,
misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai

biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya
pengadilandan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan
tanah.

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan
atau sebesar nilai wajarpada saat tanah tersebut diperoleh dan tidak

disusutkan.

. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya peolehan atau nilai wajar
pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan
mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk
memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini
antara lain meliputi harga pembalian, biaya pengangkutan, biaya
instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan

mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah sebesar
Rp.1.000.000,- Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan
mesin kurang dari Rp.1.000.000, maka peralatan dan mesin tersebut
tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat
sebagai aset ekstrakontabel dan diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan dan Laporan BMD.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap
tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan
dijabarkan dalam Peraturan Bupati yang terpisah dari Peraturan

Bupati ini.
. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya
perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap
pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya
konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya



perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada

nilai wajar / taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara
swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan
biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,
perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya
yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti
pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan
Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan
meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya

perizinan, jasa konsultan, dan pajak.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi dicatat

sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Nilai satuan minimum perolehan gedung dan bangunan adalah
Rp.20.000.000. artinya, jika nilai perolehan gedung dan bangunan
kurang dari Rp.20.000.000, maka gedung dan bangunan tersebut tidak
dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Namun tetap
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan dalam
Laporan BMD.

Dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut
dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas gedung dan
bangunan diatur dalam Peraturan Bupati yang terpisah dari Peraturan

Bupati ini.
. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya
perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai
siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi
dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan

jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perlehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh
melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya
perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak
konstruksi,dan pembongkaran. Biaya perolehanuntuk jalan, irigasi dan

jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan



tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga
kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya

perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi)

dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan mengenai
nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan di kapitalisasi. Dan disajikan
berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi
penyusutan. Metode penyusutan atas jalan, irigasi, dan jaringan diatur

dalam Peraturan Bupati yang terpisah dari Peraturan Bupati ini.
. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan
Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi
pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak,

serta biaya perizinan.

Nilai satuan minimum perolehan Aset Tetap Lainnya hewan dan
tumbuhan adalah sebesar Rp.1.000.000,- Dengan demikian jika biaya
perolehan hewan dan tumbuhan kurang dari Rp.1.000.000, maka
hewan dan tumbuhan tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai
aset tetap, namun dicatat sebagai aset ekstrakontabel dan diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan BMD.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola,
misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak
langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa
peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak,

dan jasa konsultan.
. Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan
dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset

tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola,
maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya
perolalehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang



dikeluarkan sampai KDP tersebut siap digunakan, meliputibiaya bahan
baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan
pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran
bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan  untuk
keperluan bangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur
berdasarkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan

pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak
konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi :
(1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan
dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus
dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang
telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3)
pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan

dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya penjaman yang
timbul selama masa konstruksi dilapitalisasi dan menambah biaya
konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan

ditetapkan secara andal. Biaya pinajman mencakup biaya bunga

dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang

digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara
karena kondisi force majeur, maka Dbiaya pinjaman tidak
dilapitalisasi sebagai aset, tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada
periode yang bersangkutan, dan apabiladisebabkan oleh hal-hal yang
tidak bersifat force majeur,maka biaya pinjaman yang dibayarkan
selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi

dikapitalisasi sebagai aset.
PENYAJIAN

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut
dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang
memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan
sengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun

ekuitas.



Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah

Daerah.
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
o Uraian 20X1 | 20X0
1 ASET
k.1 ASET LANCAR
Jumlah Aset Lancar
1.2, INVESTASI JANGKA PANJANG
Jumlah Investasi Jangka Panjang
1.8. ASET TETAP
1.3.1. Tanah
(B, Br 8 Peralatan dan Mesin
1.3.3. Gedung dan Bangunan
1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1.3.5. Aset Tetap Lainnya
1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.30F. Akumulasi Penyusutan
Jumlah Aset Tetap
1.4. DANA CADANGAN
1.4.1. Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan
ﬁ’gﬁ Uraian 20X1 | 20X0
1.5. ASET LAINNYA
1.5.1. Tagihan Jangka Panjang
1.5.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1.5.3. Aset Tidak Berwujud
1.5.4. Aset Lain-lain
Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET
2, KEWAJIBAN
2.1, KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

JUMLAH KEWAJIBAN

3 EKUITAS

Jumlah Ekuitas

KUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

[ ] Keterangan : Akun Aset Tetap




E. HAL - HAL KHUSUS TETANG ASET TETAP

1. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN AWAL ASET TETAP

Setelah aset diperoleh, Pemerintah daerah masih melakukan
pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut.
Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan
ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi. Pengeluaran yang dapat
memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang
manfaat aset tersebut dari yang direncanakan semula atau peningkatan
kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja) disebut dengan
pengeluaran modal (capital expenditure) seperti belanja rehabilitasi dan
lain sejenisnya. Sedangkan pengeluaran yang memberikan manfaat
kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan
kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan (revenue

expenditure) seperti belanja pemeliharan.

Pembedaan antaracapital expenditure atau revenue expenditure selain
dari menambah manfaat atau tidak, juga dapat dilihat dari besarnya
jumlah pengeluaran yang disebut dengan capitalization threshold (nilai
satuan minimum kapitalisasi aset) yang dapat diklasifikasi sebagai aset

tetap.

Kriteria suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) setelah
perolehan pada aset tetap peralatan dan mesin sebesar
Rp.1.000.000,-, untuk gedung dan bangunan adalah Rp.20.000.000,-
dan hewan dan tumbuhan Rp.1.000.000,-

Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran
modal (capital expenditure)} atau sebagai pengeluaran pendapatan
(revenue expenditure). Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap
dilakukan terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah
pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang
kemungkinan besar memberi manfaatekonomik di masa yang akan
datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau
peningkatan kerja. Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak
memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk
peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja

diperlukan sebagai biaya (expense).



Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah
biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjangmasa manfaat
atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa
yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi,
atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan, berupa
pengembangan (peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat
aset tetap tersebut) dan penggantian utama (memperbaharui bagian aset

tetap).

Pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap yang oleh karena
bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki resiko penurunan
nilai dan / atau kuantitas yang mengakibatkan ketidak pastian
perolehan potensi ekonomik di masa depan, seperti pembangunan
tanggul lumpur, tanggul pemecah gelombang,tanggul penahan lahar
dan lain sejenisnya tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan

sebagai biaya pemeliharaan biasa (expense).

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan
terhadap aset tetap baik berupa overhauld dan renovasi berpedoman

pada Peraturan Bupati yang terpisah dari Peraturan Bupati ini.

. PERTUKARAN ASET TETAP

Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari
suatu entitas kepada entitas lain sesuai ketentuan peraturan yang

berlaku.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran
sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lannya. Biaya dari
pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh
yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah
disesuaikan denganjumlah setiap kas atau kas dan kewajiban lain yang
ditransfer / diserahkan.

Ada bebarapa alasan yang menyebabkan pemerintah daerah perlu

melakukan pertukaran, yaitu :

- Adanya aset tetap berupa tanah dan / atau bangunan yang
lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang / tata kota;

- Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;



- Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpencar;
- Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;

- Adanya aset tetap selain tanah dan / atau bangunan yang sudah

usang;
- Tidak tersedia dananya untuk pengadaan baru.

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepenguasaan
atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran
tersebut dapat diukur dengan andal yang dituangkan dalam Berita
Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna
barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan SK Penghapusan,
pengelola / pengguna barang mengeliminasiaset tersebut dari neraca

maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.

Biaya dari pos pertukaran aset diukur berdasarkan nilai wajar
aset yang diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang
dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas

yang ditransfer / diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset
yang serupayang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai
wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam
pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan
tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam
transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai

tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset
secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat

ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah
tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos
aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, dimana proses berada

pada Biro Aset dan pencatatan di PPKD.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas setelah
mendapatkan persetujuan penghapusan harus dieliminasi dari Neraca

dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



Pelepasan aset tetap dilingkungan pemerintah daerah disebut sebagai

pemindah tanganan, dan dilakukan dengan cara :
a. Dijual;

b. Dipertukarkan;

c. Dihibahkan; atau

d. Dijadikan penyertaan modal daerah.

. RENOVASI ASET TETAP

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar
memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk
kapasitas, mutu prosuksi, atau peningkatan standar kinerja, harus
ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan
ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan

memenuhi kriteria kapitalisasi aset.

Namundemikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut
memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau

SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya.

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah

belanja modal aset terkait.

Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap
dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk
pengecatan gedung, suku cadang dan lain sejenisnya, merupakan
pengeluaran yang subtansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan
tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan SKPD dapat
dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

a. Renovasi aset tetap milik sendirimerupakan perbaikan aset tetap

dilingkungan SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi aset.

b. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan,
mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu SKPD yang
memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entits

pelaporan.



Pada SKPD yang melakukan renovasi tidak mencatat sebagai
penambah nilai pelaporan aset tetap terkait dan dibukukan
sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca
sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal
pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah
selesai pengerjaannya namun belum di serah terimakan
pekerjaannya, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam
pengerjaan (KDP). Apabila akan diserahkan pada SKPD pemilik
sesuai dokumen penyerahan yang telah diterbitkan maka aset tetap
renovasi tersebut dieliminasi dari neraca SKPD yang melakukan
renovasi dan SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya
sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir
periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka
SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan

mencatat sebagai Aset Tetap Lannya-Aset Renovasi.

c. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan
yang meliputi renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya dan
renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta,

BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).

Sama halnya dengan huruf b diatas dan apabila pada akhir masa
perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya
diserahkan pada pemilik sesuai Berita Acara Penyerahan / dokumen
yang dipersamakan telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi
tersebut dieliminasi dari neraca SKPD dan pemilik akan mencatat

dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.
5. REKLASIFIKASI DAN KOREKSI ASET TETAP

a. Reklasifikasi Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah
tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos
aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, hal ini yang disebut

sebagai reklasifikasi aset.

Reklasifikasi aset tetapke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang
waktu, tidak tergantung periode paloran.



b. Koreksi Aset Tetap

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang
tersajidalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang

seharusnya.

Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi
akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat
dilakukan kapan saja, tidak tegantung pada periode pelaporan
dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap

dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

6. ASET TETAP DI LUAR NEGERI

Kebijakan umum pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan
hubungan luar negeri yang merupakan salah satu komponen utama
dalam memperjuangkan NKRI. Begitu juga halnya dengan hubungan
adat dan kebudayaan. Interaksi yang diciptakan pemerintah daerah
dengan negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat harus
bersifat kondusif agar tetap dapat memajukan sikap saling pengertian
dan menghormati di antara masyarakat bangsa-bangsa. Untuk
melaksanakan kegiatan di luar negeri tersebut tentunya diperlukan
sarana dan prasarana yang memadai, antara lain wisma, dan aset tetap

lainnya.

Pada prinsipnyapengakuan Aset Tetap diluar negeri sama dengan
pengakuan aset tetap di dalam negeri, kecuali untuk tanah diatur
khusus, yaitu “pengakuan tanah diluar negeri sebagai aset tetap
hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta
perundang-udangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan
Republik Indonesia berada mengidikasikan adanya penguasaan yang

bersifat permanen”.

Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atastanah
tersebut merupakan hak yang kuat diantara hak-hak atas tanah

yang ada di neraca tersebut dengan tanpa batas waktu.

Apabila pembelian aset tetap dilakukan secara angsuran, maka aset
tetap diakui ketika aset tetap yang dibeli telah diserahkan kepada
pembeli dan perjanjian utang ditandantangani oleh pihak penjual yang
sekalihus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi
debitur.



10.

Pengakuan Aset Tetap Luar Negeri di ukur dengan nilai perolehan atau
apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan
tidak dimungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai

wajar pada saat perolehan.

Selain itu, karena pembelian aset tetap diluar negeri umumnya
menggunakan mata uang asing, maka harus dibukukan dalam mata
uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut

menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

. PENYUSUTAN

Penyusutan adalah alokasi yang sistemasis atas nilai suatu aset tetap
yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset

yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing - masing periode diakui sebagai
pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan

dalam laporan operasional.

Metode penyusutan diatur dalam Peraturan Bupati yang terpisah dari

Peraturan Bupati ini.

. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara
gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan
tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset

yang bersangkutan.

. PEROLEHAN ASET TETAP DARI DONASI

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat
sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari

donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

ASET BERSEJARAH

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya
jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam

Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi,peningkatan, rekonstruksi harus
dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun

terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh



beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut

dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis

aset tetap sebagai berikut :

1.

Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
(carrying amount);

Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset
tetap.

. Rekonsiliasijumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan:

a. Penambahan aset (pembelian, hibah / donasi, pertukaran, reklamasi
dan lain-lain);

b. Pengurangan aset (penjualan, penghapusan, reklamasi dan lain-
lain);

c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;

d. Mutasi aset tetap lainnya.

. Informasi penyusutan, meliputi:

a. Nilai penyusutan;
b. Metode penyusutan yang digunakan,;
c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir

periode;

. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan asset
tetap;

c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;

d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

. Untuk KDP diungkapkan :

a. Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka

waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca.
b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan;

c. Jumlah biaya yang telah diberikan sampai dengan tanggal

neraca,



d. Uang Muka Kerja yang telah diberikan sampai dengan tanggal

neraca,

e. Jumlah retensi (yaitu % dari nilai penyelesaian yang akan digunakan
sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor

pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak).

7. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis,

kondisi dan lokasi aset dimaksud.

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA



